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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan
prasyarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai
tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu, diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,
terukur dan dapat diterima (legitimate) sehingga penyelenggaraan pemerintah
dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih
dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut di atas, sejalan dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut
dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas
kepastian hukum, asas tertib penyelenggara Negara, asas kepentingan
umum,asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan
akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa
asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, Pemerintah telah
menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang mewajibkan setiap
instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja
sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajiban yang
diamanatkan kepadanya. Pertanggungjawaban dimaksud selanjutnya dilaporkan
kepada pemberi tugas dan wewenang (amanat) melalui suatu media vyaitu

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Dinas Pangan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung sebagai Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, berupaya menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai
misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. LAKIP Dinas Pangan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diamanatkan Inpres No 7 tahun 1999
Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan atas
tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Renstra Dinas Pangan Provinsi Bangka Belitung, RPJMD Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang
Ketahanan pangan yang diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negera
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4816), serta kebijakan Pemerintah Pusat di bidang ketahanan
pangan dari Kementerian Pertanian maupun Badan Ketahanan Pangan
Kementerian Pertanian yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737).

Penyusunan laporan ini secara umum berpedoman pada sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang berisikan mengenai sasaran
strategis, kebijaksanaan dan program/kegiatan Dinas Pangan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung dapat diketahui secara luas, sehingga dapat dijadikan media
dalam pengambilan keputusan dan perbaikan guna tercapainya efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan tugas pokok & fungsi (tupoksi) masing-masing Unit
pelaksana di lingkungan Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh
karenanya laporan ini juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi

diri khususnya Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap
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pelaksanaan tugas dan fungsinya yang berguna bagi perencanaan dan

peningkatan kinerja masing-masing bagian.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP OPD

Landasan operasional penyusunan LAKIP Dinas Pangan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah, yaitu:

1. Undang undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 217,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan
Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4844);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5360);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657)

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4817);

Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan
Pendayagunaan Aparatur Negara;

Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara
transparan, rensponsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,
berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2017 Nomor 3 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
tahun 2016 Nomor 1 Seri D)

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 07 Seri E)

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003
Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah sebagai pengganti dari Keputusan Kepala LAN Nomor
589/1X/6/Y/99;

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016
tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Provinsi Keulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016
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tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung. Dinas Pangan berkedudukan sebagai Pelaksana Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Urusan Bidang Ketahanan Pangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741), serta Peraturan Gubernur Provinsi
Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas
Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas pokok “membantu
Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pangan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada
provinsi”.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pangan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung mempunyai fungsi :

(1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pangan yang
menjadi kewenangan provinsi;

(2) Penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Pangan yang menjadi
kewenangan provinsi;

(3) Penyelenggaraan administrasi Dinas Pangan;
(4) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Pangan; dan

(5) Penyelenggaraaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Struktur Organisasi Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
adalah sebagai berikut:
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :

- Subbag Perencanaan;

- Subbag Umum;

- Subbag Keuangan.

3. Bidang Ketersediaan Pangan, membawabhi :
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- Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;

- Seksi Sumberdaya Pangan;

Bidang Distribusi Pangan,membawahi :

- Seksi Distribusi dan Harga Pangan;

- Seksi Cadangan Pangan

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi :
- Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;

- Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Belitung

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka

PERDA NO. 18 TAHUN 2016
KEPALA DINAS
SEKRETARIS DINAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS JABATAN FUNGSIONALTERTENTU
SUBBAG PERENCANAAN SUBBAG UMUM SUBBAG KEUANGAN
BIDANG KETERSEDIAAN PANGAN BIDANG DISTRIBUSI PANGAN BIDANG KONSUMSI DAN

KEAMANAN PANGAN

SEKSI KETERSEDIAAN DAN SEKSI DISTRIBUSI DAN HARGA SEKSI KONSUMSI DAN KEAMANAN

KERAWANAN PANGAN PANGAN PANGAN
SEKSI PENGANEKARAGAMAN
SEKSI SUMBER DAYA PANGAN SEKSI CADANGAN PANGAN

KONSUMSI PANGAN
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